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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberlangsungan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari kualitas anak 

sebagai generasi muda. Dalam proses pembentukan jati dirinya, anak cenderung 

rentan dipengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini anak dalam sebagai 

fasilitator bagi anak untuk dapat memperoleh hak-haknya, baik secara fisik 

maupun mental.
1
 

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi 

dilakukan juga oleh seorang anak. Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak adalah anak sebagai pelaku kekerasan, anak sebagai pelaku pencurian, anak 

sebagai pelaku narkoba, hingga anak sebagai pelaku pembunuhan.
2
 

Permasalahan tindak pidana yang cukup meyita perhatian adalah tindak 

pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. menjadi salah satu isu yang cukup 

penting dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut data yang ada dalam sistem 

Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dari Januari 

2020 Hingga Mei 2023 setidaknya terdapat 49 (Empat Puluh Sembilan) perkara 

pidana anak dan 17 (Tujuh Belas) diantaranya atau berkisar 35% (Tiga Puluh 

                                                           
1 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan 

Restoratif Justice (Bandung: Refika aditama, 2009), hlm 29. 
2 https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-

hukum/apakah-bisa-diupayakan-diversi-terhadap-anak-yang-berkali-kali-melakukan-tindak-

pidana#:  Diakses pada tanggal 8 mei 2023 pukul 14.00 Wib. 

https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/apakah-bisa-diupayakan-diversi-terhadap-anak-yang-berkali-kali-melakukan-tindak-pidana
https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/apakah-bisa-diupayakan-diversi-terhadap-anak-yang-berkali-kali-melakukan-tindak-pidana
https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/apakah-bisa-diupayakan-diversi-terhadap-anak-yang-berkali-kali-melakukan-tindak-pidana
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Lima Persen) adalah Kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak 

diwilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.
3
  

Berikut table tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2020 

hingga Bulan Mei 2023 : 

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak 

No Tahun Jumlah 

 2020 14 Kasus 

1. 2021 12 Kasus 

2. 2022 18 Kasus 

3. Hingga Mei 2023 5 Kasus 

Jumlah 49 Kasus 

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 

 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang 

berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, 

namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka 

proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.
4
 Dalam 

perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu 

perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-

Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-

                                                           
3 https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/ (Pidnaa Anak) diakses pada tanggal 8 mei 2023 

pukul 17.00 Wib. 
4 W. Sutedjo and Melani, Hukum pidana anak. Refika Aditama, 2013 h. 

https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/
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Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan 

perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam 

hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan 

psikologinya dalam beberapa hal  memerlukan perlakuan khusus serta 

perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada 

dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. 

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak 

terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang 

ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus 

memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak 

sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai asset bangsa, dan 

kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat 

dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan 

anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, 

dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. 

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan 

anak sebenarnya memiliki mekanisme yang berbeda dengan penyelesaian 

perkara yang melibatkan pelaku dewasa. Proses penyelesaian perkara tindak 

pidana pencurian yang melibatkan anak dilakukan melalui jalur restorative 
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justice atau diversi. Restorative justice atau diversi adalah suatu sistem 

penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk 

mencari solusi bersama dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang 

terjadi. 

Seyogyanya hakim majelis perlu mempertimbangkan vonis pidana penjara 

terhadap seorang anak, dengan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak 

pidana pencurian, seperti pengaruh lingkungan sekitar atau situasi mendesak 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
5
 

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa 

diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

melalui proses diluar pengadilan. Salah satu solusinya adalah dengan 

menerapkan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk 

mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau 

menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau 

menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. 

Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur 

peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan 

pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan 

mempertimbangkan keadilan bagi korban.
6
  

Meskipun diversi merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, namun 

                                                           
5 Fetri A R Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan,” Lex Crimen 4, 

no. 5 (2015). 
6 Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 

158. 
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masih terdapat kendala dalam penerapannya. Beberapa kendala tersebut meliputi 

rendahnya kesadaran masyarakat mengenai sistem diversi, kurangnya dukungan 

dari aparat penegak hukum, serta masih terdapatnya praktek-praktek korupsi dan 

nepotisme dalam proses penyelesaian perkara. 

Solusi ini menempatkan penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir 

(ultimum remedium) serta menawarkan upaya perbaikan yang ditimbulkan 

akibat perbuatan yang dilanggar. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 bahwa syarat pengajuan diversi bagi anak adalah tidak diancam 

pidana penjara melebihi tujuh tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. 

Kemudian terdapat produk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

yang menegaskan terkait definisi rentang usia yang dapat dikategorikan anak.
7
 

Apabila menelaah bunyi pasal diatas, terdapat frasa “pidana penjara paling 

lama tujuh tahun” yang mengandung arti bahwa tindak pidana pencurian oleh 

anak pelaku tindak pidana masih memungkinkan untuk dilakukan diversi karena 

ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. pelaksanaan diversi dikatakan 

berhasil apabila telah menemui kesepakatan antara kedua belah pihak berupa 

ganti kerugian atau syarat lainnya yang diinginkan pihak korban. Penentuan 

nominal ganti rugi akan cenderung lebih mudah daripada tindak pidana lainnya, 

seperti perkelahian, kejahatan seksual, penganiyaan dan sebagainya.
8
 

Perwujudan kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi 

                                                           
7 Nasir Djamli, Anak Bukan Untuk Dihukum  (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 4. 
8 Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia (Jakarta: Mandar Maju, 

2005), hlm 19. 
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berpikir hukum yang ideal anak dalam menjalani serangkaian tahapan dalam 

penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak.
9
 

Penerapan diversi tidak selamanya berjalan dengan baik untuk kasus 

pencurian yang dilakukan oleh anak tetap saja masih terdapat diversi yang 

berhasil dan diversi yang tidak berhasil artinya dalam satu delik berlaku dua 

jenis penyelesaian perkara sebagai contoh dalam perkara Nomor : 

27/Pen.Div/2022/PN Prp jo 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prp yang mana dalam 

kasus ini berhasil diselesaikan dengan diversi namum dalam kasus pencurian 

Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp diversi tidak berhasil untuk dilaksanakan 

dan anak di jatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
10

 penelitian mengenai 

proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat 

memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan diversi dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan diversi 

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia terutama 

dalam menangani masalah tindak pidana pencurian yang melibatkan anak. 

Meskipun putusan ternyata tidak memberatkan anak, akan tetapi keadaan 

ini berpotensi membuka traumatik yang mempengaruhi mentalnya. Faktor 

dimasyarakat terkadang dapat pula menimbulkan penilaian perbuatan yang 

                                                           
9 Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak 

Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016). 
10 https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/ Diakses pada tanggal 25 mei 2023 pukul . 20.00 

Wib. 

https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/
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dilakukan anak, sehingga muncul stigmatisasi buruk yang menciderai dasar 

pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, setiap instansi yang 

merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan 

menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan, yaitu diversi yang 

berlandaskan pendekatan keadilan restoratif.
11

 

Dalam konteks tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, proses 

diversi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih tepat dibandingkan 

dengan proses peradilan pidana biasa. Hal ini dikarenakan proses diversi 

mempertimbangkan kepentingan dan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana, 

sehingga upaya rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih efektif. 

Oleh karena itu, penulis berpandangan untuk mengangkat pembahasan ini 

dalam skripsi penelitian hukum yang akan diajukan sabagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul “PERBANDINGAN 

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN 

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DAN MELALUI 

SISTEM PERADILAN PIDANA” penting untuk dilakukan penelitian lebih 

mendalam yang nantinya akan membahas mengenai pengertian, prinsip, dan 

prosedur diversi, serta bagaimana proses diversi diterapkan dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku. Selain 

itu, skripsi ini juga dapat membahas mengenai evaluasi terhadap efektivitas 

proses diversi dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak 

pelaku tindak pidana pencurian. 

                                                           
11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5332). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Setelah melakukan beberapa pengamatan dari latar belakang diatas, saya 

menyadari adanya beberapa  permasalahan yang perlu dipecahkan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah perbandingan proses penyelesaian perkara tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi dan melalui sistem 

peradilan pidana ? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan diversi dalam proses penyelesaian 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah perbandingan proses penyelesaian 

perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi 

dan melalui sistem peradilan pidana. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas penerapan diversi dan penerapan 

sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Pidana. 

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pengadilan 

Negeri Pasir Pangaraian, Pihak Kejaksaan, Pihak Kepolisian dan pihak 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tindak Pidana 

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang 

oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana juga dikenal 

sebagai pelanggaran hukum kriminal atau kejahatan. Tindak pidana melibatkan 

pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan yang ditetapkan oleh sistem 

hukum suatu negara.  

Dalam Bahasa Indonesia istilah tindak pidana yaitu berasal dari bahasa 

Belanda “strafbaar feit”. Dalam Undang-Undang Penggunaan kata “straf-baar 

feit” yang berarti “tindak pidana” tetapi di dalam Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan atau pengertian mengenai apa yang 

dimaksud dengan “strafbaar feit”.
12

  

Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu sebenarnya adalah tindak 

lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah 

dinyaakan sebagai tindakan yang dihukum.
13

 

Kata “feit” dalam bahasa Belanda yaitu “sebagian dari suatu kenyataan” 

atau dalam kata lain “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” 

berarti “dapat dihukum”, maka dari itu dengan secara harafiah “strafbaar feit” 

dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang 

                                                           
12 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Sul-Sel, 2016, hlm. 96. 
13 Laminatang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, hlm, 174, 

Pratnya Paramita, 1996, hlm 16. 
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sudah tentu dapat dihukum. Telah kita ketahui bahwa yang dapat dihukum yaitu 

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.
14

 

Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti pembunuhan, 

pencurian, perampokan, penipuan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, 

korupsi, dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang 

berbeda dan daftar tindak pidana yang dilarang juga dapat bervariasi. 

Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah delict yang berasal dari 

bahasa latin yaitu dlictum, sedangkan dalam bahasa negara Anglo Saxon 

menggunakan bahasa criminal act untuk maksud yang sama.
15

 

Menurut Pompe “straf-baar feit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku”. Dalam 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu supaya terpeliharanya 

ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
16

 

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai 

terjemahan dari “strafbaar feit”, Moeljatno memberikan perumusan sebagai 

“perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar 

larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat 

sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata 

pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat”.
17

 

                                                           
14 Ibid., hlm. 96. 
15 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 2001, hlm, 22. 
16 Ibid., hlm. 98. 
17 Ibid, hlm. 99. 
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Sedangkan Menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang telah dituliskan oleh 

A. Fuad Usfa dan Tongatm dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak 

pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa 

Belanda “strafbaarfeit”.
18

 

Simons, berpendapat bahwa “strafbaar feit” adalah “kelakuan (handeling) 

yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 

jawab”.
19

 Sedangkan Van Hamel memberikan definisi lain tentang tindak pidana 

“strafbaar feit” yaitu “kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam Undang-Undang (wet), yang bersifat  melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.
20

 

Menurut Vos salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana 

secara singkat, yaitu “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-

Undanganan pidana diberi pidana”.
21

 Sedangkan menurut E. Mezger mengenai 

pengertian tindak pidana yaitu “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” Dan 

juga J. Baumann memberikan pengertian tindak pidana yaitu “perbuatan yang 

memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 

kesalahan”.
22

 

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo yaitu 

“perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

                                                           
18 Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hlm.31. 
19 Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69. 
20 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2017, hlm. 

92. 
21 Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.97. 
22 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op.cit, hlm.93 
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dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana 

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.
23

 Jika kita 

memeriksa definisi yang diberikan oleh para professional/ahli hukum, kita akan 

melihat bahwa pada dasarnya mereka berendapat : 

a. Kata "feit" dalam "strafbaar feit" menunjukkan " handeling ", "perilaku", 

atau "sebuah tingkah laku". 

b. Sedangkan konsep "strafbaar feit" dikaitkan dengan kesalahan orang 

yang melakukan perbuatan sebelumnya atau tingkah laku tersebut.  

2.1.2  Unsur-unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu 

perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Definisi tindak pidana yang 

telah dikemukakan oleh para profesional hukum diuraikan di atas. Setiap 

formulasi ini banyak menilai dari bagian-bagian hakikat tindak pidana, yang 

selanjutnya dipisahkan menjadi unsur subjektif dan objektif. Simons menyebutkan 

unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit)  yaitu :
24

 “Perbuatan manusia (positif 

atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) Diancam dengan pidana 

(strafbaar gesfeld) Melawan hukum (on reechmatig) Di lakukan dengan 

                                                           
23 Bambang Purnomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16. 
24 Suyanto, Op.cit, hlm. 75. 



15 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian   

kesalahan (met schuld in verband staand) Oleh orang yang bertanggungjawab 

(toerekeningstrafbaar person)” 

Simons juga menyatakan bahwa ada komponen objektif dan subjektif dari 

kejahatan. Menurut Pasal 281 KUHP, ketidakberpihakan berarti bahwa perbuatan 

seseorang merupakan akibat dari perbuatan yang tampak sebagai akibat dari 

keadaan tertentu yang memisahkan perbuatan itu. antara mereka yang mampu 

memikul tanggung jawab. 

Meinurut Moeiljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu :
25

 Keilakuan atau akibat 

Hal atas keiadaan teirteintu yang meinyeirtai peirbuatan, yang dibagi atas : “Unsur 

Objeiktif Meingeinai keiadaan di luar si peimbuat, misalnya Pasal 160 KUHP teintang 

peinghasutan di muka umum (supaya meilakukan peirbuatan pidana atas meilakukan 

keikeirasan teirhadap peinguasa umum). Apabila peinghasutan tidak di lakukan di 

muka umum maka tidak mungkin di teirapkan Pasal ini. Unsur keiadaan ini dapat 

beirupa keiadaan yang meineintukan, meimpeiringan atau meimpeirbeirat pidana yang 

dijatuhkan. Unsur Subjeiktif Meingeinai diri orang yang meilakukan peirbuatan, 

misalnya unsur peigawai neigeiri yang dipeirluas dalam deilik jabatan seipeirti dalam 

peirkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-

ndang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 

2001” 

Unsur-unsur tindak pidana yang dikeimukakan oleih HazeiwinkeilSuringa 

diantaranya yaitu :
26

 

1. Unsur keilakuan orang; 

                                                           
25 Ibid., hlm. 75. 
26 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op.cit, hlm. 95. 
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2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan seicara mateiriil); 

3. Unsur psikis (deingan seingaja atau deingan alpa); 

4. Unsur objeiktif yang meinyeirtai keiadaan tindak pidana, seipeirti di muka 

umum; 

5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya peirbuatan (Pasal 164, 

165) disyaratkan apabila tindak pidana teirjadi; 

6. Unsur meilawan hukum. 

Unsur-unsur tindak pidana meinurut Ei. Meizgeir :
27

 

1. peirbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau meimbiarkan); 

2. sifat meilawan hukum (baik yang beirsifat objeiktif maupun yang beirsifat 

subjeiktif); 

3. Dapat dipeirtanggungjawabkan keipada seiseiorang; dan 

4. Diancam deingan pidana.  

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisia, P.A.F. Lamintang 

meingklaim bahwa seitiap deilik yang teirdapat dalam KUHP pada umumnya dapat 

meilanggar faktor-faktor yang dapat dibeidakan meinjadi dua macam, yaitu unsur 

subyeiktif dan unsur obyeiktif. Aspeik subyeiktif adalah unsur-unsur yang teirikat 

atau beirkaitan deingan peilaku dan teirmasuk di dalamnya, artinya seigala seisuatu 

yang teirmasuk dalam hatinya. Seidangkan yang dimaksud unsur objeiktif adalah 

unsur-unsur yang ada hubungannya deingan keiadaan-keiadaan, yaitu di dalam 

keiadaan-keiadaan mana tindakan-tindakan dari si peilaku itu harus dilakukan.
28

 

                                                           
27 Ibid, hlm. 96. 
28https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-

pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4 di akses pada tanggal 8 mei 2023 Pukul 09.00 Wib. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4
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Unsur subjeiktif dari suatu tindak pidana adalah :
29

 

1. keiseingajaan (dolus) atau keitidakseingajaan (culpa); 

2. maksud atau voorneimein pada suatu peircobaan atau poging seipeirti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 

1/2023; 

3. macam-macam maksud atau oogmeirk, seipeirti yang teirdapat di dalam 

keijahatan-keijahatan peincurian, peinipuan, peimeirasan, peimalsuan, dan 

lain-lain; 

4. meireincanakan teirleibih dahulu atau voorbeidachtei raad, seipeirti yang 

teirdapat di dalam keijahatan peimbunuhan beireincana dalam Pasal 340 

KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023; 

5. peirasaan takut atau vreieis, seipeirti teirdapat di dalam rumusan tindak 

pidana meinurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023. 

Unsur-unsur objeiktif dari suatu tindak pidana adalah :
30

 

1. sifat meilanggar hukum atau weideirreichteilijkbeiid; 

2. kualitas dari si peilaku, misalnya “keiadaan seibagai seiorang peigawai 

neigeiri” di dalam keijahatan jabatan atau “keiadaan seibagai peingurus atau 

komisaris dari suatu peirseiroan teirbatas” di dalam keijahatan meinurut 

Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023; 

3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan seibagai peinyeibab 

deingan seisuatu keinyataan seibagai akibat. 

                                                           
29 Ibid., 
30 Ibid., 
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Unsur weideirreichtteilijk atau sifat meilanggar hukum seilalu harus dianggap 

seibagai disyaratkan di dalam seitiap rumusan deilik, walaupun unsur teirseibut oleih 

peimbeintuk undang-undang tidak dinyatakan seicara teigas seibagai salah satu unsur 

dari deilik yang beirsangkutan. 

 

2.2. Tindak Pidana Pencurian 

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

Seideirhananya, Peincurian adalah peirbuatan meilawan hukum (Pidana dan 

meilanggar norma sosial), yaitu meingambil milik orang lain tanpa peirseitujuan atau 

seipeingeitahuan meireika. Seicara umum, meincuri diartikan seibagai tindakan 

meingambil barang milik orang lain yang bukan miliknya. Dari seigi eitimologi, 

peincurian beirasal dari kata "curi", yang meindapat awalan "pei" dan akhiran "an". 

Istilah meincuri beirarti seimbunyi-seimbunyi atau seicara seimbunyi-seimbunyi atau 

meilakukan peincurian seicara seimbunyi-seimbunyi atau tidak dikeitahui orang lain 

apa yang teilah dilakukannya.
31

 

Pasal 362 KUHP meinyatakan, “Barang siapa meingambil seisuatu milik 

orang lain seiluruhnya atau seibagian deingan maksud untuk meimilikinya seicara 

meilawan hukum diancam deingan peincurian, deingan pidana peinjara paling lama 

lima tahun atau deinda paling banyak einam puluh rupiah.” Jadi, jika peilakunya 

meilakukan peirbuatan meingambil seibagaimana dimaksud dan dilarang dalam 

Pasal 362 KUHP, maka salah satu tindak pidana peincurian dianggap teilah 

dilakukan. 

                                                           
31 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.85. 
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2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 

Meinurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana peincurian dalam hukum pidana 

meiliputi unsur-unsur seibagai beirikut: 

1. Barangsiapa; 

2. Meingambil barang; 

3. Yang diambil yaitu suatu barang; 

4. Barang itu harus seiluruhnya atau seibagian keipunyaan orang lain; 

5. Deingan maksud untuk dimiliki seicara meilawan hukum. 

  

Unsur-unsur peincurian meinurut R. Soeisilo teircantum dalam Pasal 361 

KUHP, yaitu :
32

 

1. Peirbuatan “peingambilan” harus beirupa barang, barang itu harus dikuasai 

seiluruhnya atau seibagian oleih orang lain, dan peingambilan itu dilakukan 

deingan tujuan untuk meimpeiroleih beinda itu seicara meilawan hukum atau 

meilawan hak orang lain; 

2. Meingambil meinjadi "dikuasai" meinunjukkan bahwa keitika seiorang peincuri 

meingambil beinda itu, beinda itu beilum meinjadi miliknya; jika barang itu 

sudah ada di tangannya keitika dia meincurinya, keijahatannya adalah 

peinggeilapan, bukan peincurian; 

3. Seisuatu yang beirsifat fisik/Barang, teirmasuk binatang, seipeirti teileipon, 

seipeida motor, uang, pakaian, peirhiasan dan seibagainya. Listrik dan gas juga 

                                                           
32 Ismu Gunadi, Jonaedi Efandi, Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 

2014, hlm. 129. 
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dianggap seibagai produk kareina, meiskipun tidak beirsifat fisik, dapat 

disalurkan meilalui pipa atau kabeil listrik. Kareina barang tidak harus beirnilai 

eikonomis, meincuri rambut pasangan (seibagai keinang-keinangan) tanpa izin 

orang teirseibut dianggap meincuri, padahal rambut itu tidak beirharga; 

4. Beinda itu, seiluruhnya atau seibagian, adalah milik orang lain; seisuatu yang 

bukan milik orang lain tidak meingakibatkan peincurian, seipeirti binatang 

buas yang diteimukan di alam atau barang yang dibuang oleih peimiliknya; 

5. Peingambilannya harus diseingaja dan deingan tujuan untuk meimilikinya. 

Orang yang seicara tidak seingaja meingambil milik orang lain bukanlah 

meilakukan peincurian. Seiseiorang meineimukan dan meingambil seisuatu di 

jalan. Keitika Anda meincurinya, Anda sudah meimiliki tujuan atau keiinginan 

untuk meindapatkan beinda teirseibut, maka itu dianggap peincurian. Bila pada 

waktu meingambil barang itu beirmaksud untuk meinye irahkannya keipada 

polisi, teitapi seisampainya di rumah barang itu adalah miliknya seindiri, 

maka barang itu dikatakan meileikat (Pasal 372 KUHP). kareina barang di 

tangan sudah di tangan.  

2.3. Anak 

2.3.1 Pengertian Anak 

Untuk meimahami peingeirtian anak-anak, peirtama-tama kita harus 

meindeifinisikan istilah-istilahnya. Anak adalah anugeirah Tuhan Yang Maha Eisa 

yang harus seilalu dipeilihara, dibina, dan dibeiri kasih sayang, kareina anak 

meimiliki harkat dan martabat yang harus dididik dan dijaga agar keilak atau di 

keimudian hari dapat beirguna dan beirharga bagi masyarakat dan masyarakat. 
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Peingeirtian anak beirdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang 

Peirlindungan Anak Pasal 1 butir 1 yaitu: “Anak adalah seiseiorang yang beilum 

beirusia 18 (deilapan beilas) tahun, teirmasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Dijeilaskan pula dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP teintang anak di bawah 

umur yaitu “Seiseiorang beilum dapat dikatakan deiwasa jika orang teirseibut 

umurnya beilum geinap 21 tahun, keicuali seiseiorang teirseibut teilah meinikah 

seibeilum umur 21 tahun.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 teintang Siste im 

Peiradilan Pidana Anak leibih lanjut meimbahas meingeinai anak yang meilakukan 

peilanggaran hukum yaitu “anak yang beirkonflik deingan hukum yang seilanjutnya 

diseibut anak adalah anak yang teilah beirumur 12 (dua beilas) tahun, teitapi beilum 

beirumur 18 (deilapan beilas) tahun yang diduga meilakukan tindak pidana”. 

Deingan deimikian, meinurut beibeirapa peingeirtian tadi, anak digolongkan 

seibagai orang yang beilum cukup beirkeimbang, beirusia di bawah 18 tahun, dan 

beilum meinikah, teirmasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

2.3.2. Hak-Hak Anak 

Hak-hak anak adalah hak-hak yang dibeirikan keipada anak-anak seibagai 

bagian dari peirlindungan dan peimeinuhan keibutuhan meireika. Hak-hak anak seicara 

umum diatur dalam Konveinsi Hak Anak (Conveintion on thei Rights of thei Child) 

yang diseipakati oleih peirseirikatan bangsa-bangsa pada tahun 1989. 

Beirikut adalah beibeirapa hak-hak anak yang diakui seicara umum :
33

 

                                                           
33 https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak diakses pada 

tanggal 8 mei 2023 pukul 15.00 Wib. 

https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
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1. Hak atas keihidupan dan peirkeimbangan: Anak meimiliki hak untuk hidup, 

beirtumbuh, dan beirkeimbang seicara fisik, meintal, sosial, dan eimosional. 

2. Hak atas peindidikan: Anak meimiliki hak untuk meindapatkan peindidikan 

yang beirkualitas, meimeinuhi poteinsi meireika, dan meimpeirsiapkan meireika 

untuk meinghadapi masa deipan. 

3. Hak atas ideintitas: Anak meimiliki hak untuk meimiliki nama dan 

keiwarganeigaraan, seirta hak untuk meingeitahui dan meimpeirtahankan 

ideintitas meireika. 

4. Hak atas keiseihatan: Anak meimiliki hak untuk meindapatkan peirawatan 

keiseihatan yang meimadai, teirmasuk akseis kei layanan keiseihatan yang 

beirkualitas. 

5. Hak atas peirlindungan dari keikeirasan dan eiksploitasi: Anak meimiliki hak 

untuk dilindungi dari seigala beintuk keikeirasan, eiksploitasi, dan peirlakuan 

yang meirugikan. 

6. Hak atas keibeibasan beirpeindapat: Anak meimiliki hak untuk meinyatakan 

peindapat meireika dan meimiliki peindapat yang dihormati dalam seimua 

masalah yang meimpeingaruhi meireika. 

7. Hak atas peirlindungan hukum: Anak meimiliki hak untuk meindapatkan 

peirlindungan hukum yang meimadai dan adil dalam seimua proseis hukum 

yang meilibatkan meireika. 

8. Hak atas keiluarga: Anak meimiliki hak untuk hidup deingan orang tua 

meireika, keicuali jika ada alasan yang sah yang meinghambat hal teirseibut. 

Hak-hak anak meinurut beibeirapa peiraturan Peirundang-Undanganan yaitu : 
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1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 teintang Keiseijahteiraan Anak Hak-

hak anak atas keiseijahteiraan beirdasarkan Undang-Undang ini, yaitu :
34

 

a. Hak atas keiseijahteiraan, peirawatan, asuhan dan bimbingan; 

b. Hak atas peilayanan; 

c. Hak atas peimeiliharaan dan peirlindungan; 

d. Hak atas peirlindungan lingkungan hidup; 

e. Hak meindapatkan peirtolongan peirtama; 

f. Hak untuk meimpeiroleih asuhan; 

g. Hak untuk meimpeiroleih bantuan; 

h. Hak dibeiri peilayanan dan asuhan; 

i. Hak untuk meimpeiroleih peilayanan khusus; 

j. Hak untuk meindapatkan bantuan dan peilayanan” 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasi Manusia 

Hak-Hak anak dalam Undang-Undang ini meiliputi Pasal 52-66, yaitu:
35

 

1) Hak atas peirlindungan; 

2) Hak untuk hidup, meimpeirtahankan hidup, dan meiningkatkan taraf 

keihidupannya; 

3) Hak atas suatu nama dan status keiwarganeigaraan; 

4) Bagi anak yang cacat fisik dan/atau meintal hak : 

a) meimpeiroleih peirawatan, peindidikan, peilatihan, dan bantuan khusus; 

b) untuk meinjamin keihidupannya seisuai deingan martabat 

keimanusiaan,; 

                                                           
34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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c) beirpartisipasi dalam keihidupan beirmasyarakat, beirbangsa, dan 

beirneigara. 

5) Hak untuk beiribadah meinurut agamanya; 

6) Hak untuk dibeisarkan, dirawat, dipeilihara, dididik, diarahkan, dan 

dibimbing; 

7) Hak untuk meindapatkan peirlindungan hokum; 

8) Hak meimpeiroleih peindidikan dan peingajaran Hak meimpeiroleih 

peilayanan keiseihatan dan jaminan social; 

9) Hak untuk tidak dirampas keibeibasannya seicara meilawan hokum. 

Dan dalam Pasal 66 UiU i No. 39 Tahuin 1999 teintang hak anak-anak yang 

dirampas keibeibasannya, yaitu i: 

a. Hak uintuik tidak dijatuihi huikuiman mati ataui huikuiman seiuimuir hiduip; 

b. Hak uintuik meindapatkan peirlakuian seicara manuisiawi dan deingan 

meimpeirhatikan keibu ituihan peingeimbangan pribadi seisuiai deingan uisianya 

dan haruis dipisahkan dari orang deiwasa, keicuiali deimi keipeintingannya; 

c. Hak uintuik meimpeiroleih bantuian huikuim ataui bantuian lainnya seicara 

eifeiktif dalam seitiap tahapan uipaya huikuim yang beirlaku i; 

d. Hak uintuik meimbeila diri dan meimpeiroleih keiadilan di deipan Peingadilan 

Anak yang objeiktif dan tidak meimihak dalam sidang yang teirtuituip uintuik 

uimuim; 

e. U indang-U indang Nomor 23 Tahuin 2002 teintang Peirlinduingan Anak. 
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Dalam Pasal 4 sampai deingan Pasal 18 teilah diatuir meingeinai Hak-Hak anak 

diantaranya, yaitui :
36

 

1. Hak uintuik hiduip, beirpartisipasi, tuimbuih, dan beirkeimbang, seirta 

meindapat peirlinduingan dari keikeirasan dan diskriminasi; 

2. Hak atas suiatui nama seibagai ideintitas diri dan statuis keiwarganeigaraan; 

3. Hak uintuik beiribadah meinuiruit agamanya; 

4. Hak meimpeiroleih peilayanan keiseihatan dan jaminan social; 

5. Hak meimpeiroleih peindidikan dan peingajaran; 

6. Bagi anak yang meinyandang cacat juiga hak meimpeiroleih peindidikan luiar 

biasa, seidangkan bagi anak yang meimiliki keiuingguilan juiga hak 

meindapatkan peindidikan khuisuis; 

7. Hak meinyatakan dan dideingar peindapatnya; 

8. Hak uintuik beiristirahat dan meimanfaatkan waktui luiang; 

9. Bagi anak peinyandang cacat beirhak meimpeiroleih reihabilitasi, bantuian 

sosial, dan peimeiliharaan taraf keiseijahteiraan social; 

10. Bagi anak yang beirada dalam peingasuihan orang tuia/ wali, beirhak 

meindapat peirlindu ingan dari peirlakuian : 

a. diskriminasi; 

b. eiksploitasi, baik eikonomi mauipuin seiksuial; 

c. peineilantaran; 

d. keikeijaman, keikeirasan, dan peinganiayaan; 

e. keitidakadilan; dan 

                                                           
36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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f. peirlakuian salah lainnya. 

11. Hak uintuik meimpeiroleih peirlinduingan dari: 

a. peinyalahguinaan dalam keigiatan politik; 

b. peilibatan dalam seingkeita beirseinjata; 

c. peilibatan dalam keiruisuihan sosial; 

d. peilibatan dalam peiristiwa yang meinganduing uinsuir keikeirasan; dan 

e. peilibatan dalam peipeirangan. 

12. Hak uintuik meimpeiroleih keibeibasan seisuiai deingan hoku im; 

13. Seitiap anak yang dirampas keibeibasannya hak uintuik : 

a. meindapatkan peirlakuian seicara manuisiawi dan peineimpatannya 

dipisahkan dari orang deiwasa; 

b. meimpeiroleih bantuian huikuim ataui bantuian lainnya seicara eifeiktif dalam 

seitiap tahapan uipaya huikuim yang beirlakui; dan 

c. meimbeila diri dan meimpeiroleih keiadilan di deipan peingadilan anak 

yang objeiktif dan tidak meimihak dalam sidang teirtuituip uintuik uimuim; 

14. Seitiap anak yang meinjadi korban ataui peilakui keikeirasan seiksuial ataui 

yang beirhadapan deingan huikuim beirhak dirahasiakan; 

15. Seitiap anak yang meinjadi korban ataui peilakui tindak pidana beirhak 

meindapatkan bantu ian huikuim dan bantuian lainnya. 

 

 

 

 



27 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian   

2.4  Sistem Peradilan Pidana Anak 

2.4.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sisteim peiradilan pidana anak adalah “keiseiluiruihan proseis peinyeileisaian 

peirkara anak yang beirhadapan deingan huikuim, muilai tahap peinye ilidikan sampai 

deingan tahap peimbimbingan seiteilah meinjalani pidana”.
37

 

Seicara huikuim, peiradilan pidana anak meiruijuik pada  ysteim peiradilan yang 

khuisuis dirancang uintuik meinangani tindak pidana yang dilakuikan oleih anak-anak 

di bawah uimuir. 

Meinuiruit Seityo Wahyu idi,  ysteim peiradilan anak adalah  ysteim peineigakan 

huikuim pidana anak yang teirdiri dari suibsisteim peinyidikan anak, suibsisteim 

peinuintuitan anak, suibsisteim peimeiriksaan hakim anak, dan suibsisteim peilaksanaan 

sanksi huikuim pidana anak beirdasarkan huikuim pidana mateiriil. Bagi anak, huiku im 

pidana formil bagi anak, dan huikuim peilaksanaan sanksi huikuim pidana anak.
38

 

Seimeintara hal teirseibuit beirlangsuing, Barda Nawawi Arieif meimbuiat 

peirnyataan teintang  ysteim huikuim seibagai beirikuit: “Sisteim peiradilan pada 

hakeikatnya  ysteim  deingan  ysteim peiradilan huikuim, dalam proseis  yste im 

keikuiasaan keihakiman, kareina pada dasarnya keikuiasaan keihakiman atau i 

keiweinangan peineigakan huikuim” meinitikbeiratkan dalam bidang huikuim pidana. 

Oleih kareina itui dapat dikatakan bahwa  ysteim peiradilan pidana adalah suiatui 

 ysteim peineigakan huikuim pidana yang pada dasarnya  ysteim  deingan  ysteim 

keikuiasaan keihakiman dalam bidang huikuim pidana.
39

 

                                                           
37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
38 Nikma Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, 

2019, hlm.18. 
39  Ibid, hal.21 
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2.4.2 Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak 

Keiteintuian U indang-U indang Nomor 1 Tahuin 2012 teintang SPPA pada Pasal 

2 meiruipakan landasan asas peiradilan anak yang teilah dilaksanakan seisuiai deingan 

asas-asas seibagai beirikuit :
40

 

1. Peirlinduingan, tindakan peingamanan, seipeirti “keigiatan yang langsuing 

dan tidak langsuing dari tindakan yang meiruigikan anak seicara fisik 

dan/ataui psikis”; 

2. Keiadilan, diartikan seibagai peimikiran bahwa “seitiap peinye ileisaian 

peirkara anak haruis meinceirminkan rasa keiadilan bagi anak”; 

3. meinganuit prinsip nondiskriminasi, yang meinyatakan bahwa “tidak ada 

peirlakuian yang beirbeida beirdasarkan suikui, agama, ras, golongan, jeinis 

keilamin, suikui, buidaya, dan bahasa, statuis huikuim anak, uiruitan keilahiran 

anak, dan kondisi fisik dan/ataui meintal"; 

4. keipeintingan teirbaik anak, yang meinyatakan bahwa “seimuia keipuituisan 

haruis seilalui meimpeirtimbangkan keihiduipan  anak dan peirkeimbangan 

anak”; 

5. Meinghormati peindapat anak, teirmasuik “meinghormati hak anak uintuik 

beirpartisipasi dan meinyatakan peindapatnya dalam peingambilan 

keipuituisan, teiruitama yang beirkaitan deingan hal-hal yang meimpeingaruihi 

keihiduipan anak”; 

                                                           
40 Ibid, hal.22 
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6. Keilangsuingan hiduip dan peirkeimbangan anak, yaitui “hak asasi anak yang 

paling meindasar yang dilinduingi oleih neigara, peimeirintah, masyarakat, 

keiluiarga, dan orang tuia”; 

7. Peimbinaan, yang diartikan seibagai “keigiatan uintu ik meiningkatkan 

kuialitas, keitakwaan keipada Tuihan Yang Maha Eisa, inteileiktuial, sikap dan 

peirilakui, meilatih keiteirampilan, profeisional, seirta keiseihatan jasmani dan 

rohani anak baik di dalam mauipuin di luiar proseis peiradilan pidana”. 

 

2.5  Anak Berhadapan dengan Hukum 

 

Anak kadang kala dalam meilakuikan inteiraksi didalam masyarakat seiring 

kali meilakuikan peirbuiatan-peirbuiatan yang seiharuisnya tidak boleih dilakuikan. 

Seihingga ia haruis beirhadapan deingan huikuim uintuik meinyeileisaikan kasuis yang 

dihadapi. Seilain itui deingan adanya huikuiman teirseibuit akan meimbeirikan eifeik jeira 

dan meimbeirikan peilajaran bagi anak agar dimasa meindatang dapat beirpeirilaku i 

leibih baik dan tidak meinguilangi peirbuiatan teirseibuit. Dalam peirilakui anak yang 

beirhadapan deingan huikuim tidak seimata-mata dipeingaruihi oleih peiruibahan tuimbuih 

keimbang anak saja. Teirdapat beirbagai faktor yang meimpeingaruihi pola prilakui 

anak hingga ceindeiruing meingarah pada tindakan-tindakan neigatif hingga 

peirbuiatan meilanggar huikuim. 

Ada beibeirapa faktor yang meinyeibabkan anak beirhadapan deingan huikuim, 

seipeiri yang dijeilaskan oleih Kartini Wardana bahwa :
41

 

a) Anak kuirang meindapatkan peirhatian, peingawasan, kasih sayang, dan 

                                                           
41 Kartini wardana, 2006, Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm. 59. 
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tuintuinan peindidikan orang tuia. 

b) Keibuituihan fisik mauipuin psikis anak tidak teirpeinuihi. Seihingga, 

keiinginan dan harapan anak tidak bisa disaluirkan deingan maksimal. 

c) Anak-anak tidak peirnah meindapatkan latihan fisik dan meintal, meireika 

tidak dibiasakan deingan disiplin dan kontrol diri yang baik. 

d) Keitidakmampuian anak meineimuikan peingalam hiduip yang bias 

meimbeirikan arti bagi keihiduipannya. 

e) Keiluiarga yang beirantakan ataui brokein homei. 

Ada beibeirapa faktor peinyeibab yang paling meimpeingaruihi timbuilnya 

keijahatan anak, yaitui :
42

 

a) Faktor lingkuingan; 

b) Faktor eikonomi ataui sosial; 

c) Faktor psikologis. 

Anak meilakuikan tindak pidana teirkadang juiga dipeingaruihi hari aspeik 

lingkuingan banyak anak yang beirhadapan deingan hokuim keitika di peirsidangan 

hanya meingikuiti ajakan dari teiman-teimannya atauipuin seiring meilihat tindak 

pidana teirseibuit dilakuikan oleih orang deiwasa seihingga anak meinajadi teirpeingaruih 

meinuiruit bapak aryananda, SH dalam bincang wawancara.
43

 

 

2.5.1 Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan 

Pidana 

                                                           
42 A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari 

Psikologis dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hlm. 31. 

 
43 Wawancara dengan Panitera pengadilan negeri pasir pengaraian bapak aryananda, SH 

tanggal 21 Juni 2023. 
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Beirdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Uindang-U indang RI Nomor 11 

Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, sisteim peiradilan pidana anak 

adalah keiseiluiruihan proseis peinye ileisaian peirkara anak yang beirhadapan huikuim 

muilai tahap peinyidikan sampai deingan tahap peimbimbingan seiteilah meinjalani 

proseis pidana yang beirdasarkan peirlinduingan, keiadilan, non diskriminasi, 

keipeintingan teirbaik bagi anak, peinghargaan teirhadap anak, keilangsuingan hiduip 

dan tuimbuih keimbang anak, proporsional, peirampasan keimeirdeikaan dan 

peimidanaan seibagai uipaya teirakhir dan peinghindaran balasan. 

Sisteim peiradilan pidana anak adalah suiatui sisteim peineigakan huikuim pidana 

anak yang dilaksanakan seicara teirpadui oleih 4 (eimpat) suib-sisteim keikuiasaan, 

yaitui keikuiasaan peinyidikan, keikuiasaan peinuintuitan, keikuiasaan meingadili atau i 

meinjatuihkan pidana, dan keikuiasaan eikseikuisi ataui peilaksanaan pidana, meinuiruit 

huikuim pidana mateiriil anak, huikuim pidana formal anak dan hu ikuim peilaksanaan 

pidana. Anak dan aktivitas dalam peineigakan huikuim pidana anak leibih 

meineikankan pada keipeintingan peirlinduingan anak dan tuijuian keiseijahtraan anak. 

Pada saat proseis peiradilan pidana anak hak-hak anak haruis meindapatkan 

peirlinduingan dari seitiap tingkatan, peirlinduingan teirseibuit dibeirikan seibagai salah 

satui beintuik peinghormatan hak asasi anak. Peirlinduingan teirhadap anak yang 

beirkonflik deingan huikuim ini meingalami peiruibahan yang meindasar yakni 

peingatuiran seicara teigas meingeinai "keiadilan reistoratif dan diveirsi". Peingatuiran 

ini dimaksuidkan uintuik meinghindari dan meinjauihkan anak dari proseis peiradilan, 

seihingga dapat meinghindari stigmatisasi teirhadap anak yang beirkonflik deingan 

huikuim. Dalam keiteintuian Pasal 5 U indang-U indang Nomor 11 Tahuin 2012 
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Teintang Sisteim Peiradilan Anak meincantuimkan deingan teigas bahwa:
44

 

1) Sisteim Peiradilan Pidana Anak wajib meinguitamakan peindeikatan 

keiadilan reistoratif. 

2) Sisteim Peiradilan Pidana Anak seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) 

meilipuiti: 

a. Peinyidikan dan peinuintuitan pidana Anak yang dilaksanakan 

seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiru indang-uindangan, 

keicuiali diteintuikan lain dalam U indang-U indang ini. 

b. Peirsidangan Anak yang dilakuikan oleih peingadilan di 

lingkuingan peiradilan uimuim 

c. Peimbinaan, peimbimbingan, peingawasan, dan/ataui 

peindampingan seilama proseis peilaksanaan pidana ataui 

tindakan dan seiteilah meinjalani pidana ataui tindakan. 

3) Dalam Sisteim Peiradilan Pidana Anak seibagaimana dimaksuid pada ayat 

(2) huiruif a dan huiru if b wajib diuipayakan Diveirsi. 

Dalam hal ini tuijuian sisteim peineigakan peiradilan pidana anak ini 

meineikankan pada tuijuian keipeintingan peirlinduingan dan keiseijahteiraan anak. 

Meinuiruit Mardjono Reiksodipoeitra, tuijuian sisteim peiradilan pidana adalah :
45

 

1. Meinceigah masyarakat meinjadi korban keijahatan; 

  

2. Meinyeileisaikan kasu is keijahatan yang teirjadi seihingga masyarakat puias 

bahwa keiadilan teilah dideingarkan dan yang beirsalah dipidana; 

3. Meinguisahakan agar meireika yang peirnah meilakuikan keijahatan tidak 

                                                           
44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 5. 
45 Mardjono Reksodipoetra, Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan 

Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15. 
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meinguilangi lagi keijahatannya. 

Oleih kareina itui, sisteim peiradilan pidana anak beirtu ijuian agar dapat 

teirwuijuidnya peiradilan yang beinar-beinar meinjamin peirlindu ingan keipeintingan 

teirbaik bagi anak yang beirhadapan deingan huikuim.
46

 

Seitiap kasuis yang meilibatkan anak seibagai peilakui tindak pidana seihingga 

meimbuiat anak beirhadapan deingan huikuim, beirlakui seibuiah sisteim peiradilan 

pidana anak yang seicara keiseiluiruihan haruis meimpeirhatikan seibagaimana dimuiat 

dalam U indang-U indang No. 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim peiradilan Pidana 

Anak. Meingingat bahwa yang dimaksuid deingan sisteim paradilan pidana anak 

adalah keiseiluiruihan proseis peinyeileisaian peirkara Anak yang beirhadapan deingan 

huikuim, muilai tahap peinyeilidikan sampai deingan tahap peimbimbingan seiteilah 

meinjalani pidana, seibagai komponein ataui suibsisteim dari sisteim peiradilan pidana 

anak, seitiap aparatuir peineigak huikuim yaitui Polri, Keijaksaan, dan Peingadilan haruis 

meimpeirhatikan asas-asas seibagaimana dimaksuid dalam U indang-U indang Nomor 

11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 

Meinuiruit Paniteira Peingadilan Neigeiri Pasir Peingaraian asas-asas dalam 

sisteim peiradilan pidana anak seicara garis beisar dapat kita seibuit :
47

 

1. Peilinduingan 

 

Peilinduingan meilipuiti keigiatan yang beirsifat langsuing dan tidak 

langsuing dari tindakan yang meimbahayakan Anak seicara fisik dan/ataui 

psikis. 

                                                           
46 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 

(Medan:Refika Aditama,2012), Hal. 159. 
47 Wawancara dengan Panitera pengadilan negeri pasir pengaraian bapak aryananda, SH 

tanggal 21 Juni 2023. 
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2. Keiadilan 

 

Keiadilan adalah bahwa seitiap peinyeileisaian peirkara Anak haruis 

meinceirminkan rasa keiadilan bagi anak. 

3. Nondiskriminasi 

 

Non diskriminasi adalah tidak adanya peirlakuian yang beirbeida 

didasarkan pada suikui, agama, ras, golongan, jeinis keilamin, eitnik, buidaya 

dan bahasa, statuis huikuim Anak, uiruitan keilahiran Anak, seirta kondisi fisik 

dan/ataui meintal. 

4. Keipeintingan teirbaik bagi anak 

 

Seitiap keipuituisan yang diambil teirhadap anak yang beirada pada proseis 

peiradilan haruis meiru ipakan suiatui keipeintingan teirbaik bagi anak yang 

diseisuiaikan deingan keibuituihan anak. 

5. Peinghargaan teirhadap peindapat anak 

 

Anak seibagai peilakui tindak pidana haruis dibeirikan keiseimpatan dalam 

beirpeindapat seibagai beintuik tangguing jawab anak atas seigala peirbuiatan yang 

teilah dilakuikannya. 

6. Keilangsuingan hiduip dan tuimbuih keimbang anak 

 

Keilangsuingan hiduip dan tuimbuih keimbang Anak adalah hak asasi 

yang paling meindasar bagi Anak yang dilinduingi oleih neigara, peimeirintah, 

masyarakat, keiluiarga, dan orang tuia. 

7. Peimbinaan dan peimbimbingan anak 

 

Peimbinaan adalah keigiatan uintuik meiningkatkan ku ialitas, keitakwaan 

keipada Tuihan Yang Maha Eisa, inteileiktuial, sikap dan peirilakui, peilatihan 
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keiteirampilan, profeisional, seirta keiseihatan jasmani dan rohani Anak baik di 

dalam mauipuin di luiar proseis peiradilan pidana. Peimbimbingan adalah 

peimbeirian tuintuinan uintuik meiningkatkan kuialitas keitakwaan keipada Tuihan 

Yang Maha Eisa, inteileiktuial, sikap dan peirilakui, peilatihan keiteirampilan, 

profeisional, seirta keiseihatan jasmani dan rohani Anak. 

8. Proporsional 

 

Proporsional adalah seigala peirlakuian teirhadap Anak haruis 

meimpeirhatikan batas keipeirluian, uimuir, dan kondisi Anak. Peinangana kasuis 

anak seibagai peilakui tindak pidana beirdasarkan U indang-U indang No 11 

Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, eirat beirkaitan deingan 

beirat ringannya peirbuiatan, keiadaan pribadi Anak, ataui keiadaan pada waktui 

dilakuikan peirbuiatan ataui yang teirjadi keimuidian dapat dijadikan dasar 

peirtimbangan aparat peineigak huikuim dalam peinanganan kasuis Anak seibagai 

peilakui tindak pidana. 

9. Peirampasan keimeirdeikaan dan peimidanaan seibagai uipaya teirakhir 

(uiltimuim reimeidiu im) 

 

Peirampasan keimeirdeikaan meiruipakan uipaya teirakhir adalah pada 

dasarnya Anak tidak dapat dirampas keimeirdeikaannya, keicuiali teirpaksa 

guina keipeintingan peinyeileisaian peirkara. Pasal 3 huiruif g Uindang-U indang No 

11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, meinyatakan bahwa 

peirampasan keimeirdeikaan dan peimidanaan teirseibuit disamping seibagai 

uipaya teirakhir haruis dilakuikan dalam waktui yang paling singkat. 

10. Peinghindaran peimbalasan 

 

Peinghindaran peimbalasan adalah prinsip meinjauihkan uipaya 
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peimbalasan dalam proseis peiradilan pidana. Anak seibagai peilakui tindak 

pidana dalam meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatannya dihadapan huikuim 

didasarkan pada U indang-U indang Nomor 11 tahuin 2012 teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak (U indang-U indang SPPA). Uindang-U indang SPPA 

meineigaskan bahwa peinye ileisaian kasuis anak yang diduiga atauipuin seibagai 

peilakui tindak pidana tidak hanya meilaluii proseis peiradian yang 

apabilateirbuikti seicara sah dan meiyakinkan beirakhir pada peinjatuihan sanksi. 

Khuisuis teirhadap anak seibagai peilakui tindak pidana, seibeiluim masuik pada 

proseis peiradilan para peineigak huikuim, keiluiarga, dan masyarakat dalam 

rangka peinghindaran peimbalasan wajib meinguipayakan proseis peinye ileisaian 

di luiar jaluir peingadilan, yakni meilaluii diveirsi beirdasarkan peindeikatan 

keiadilan reistoratif. 

Dalam meineirapakan sanksi pidana peincuirian yang dilakuikan oleih anak 

haruis meilihat dasar huikuim yang beirkaitan deingan tindak pidana peincuirian yang 

dilakuikan oleih anak, agar peineirapansanksi teirseibuit tidak teirleipas dari apa yang 

meinjadi hak hak anak yangyangmeilakuikan tindak pidana. Adapuin dasar huiku im 

tindak pidana peincuirian yang dilakuikan oleih Anak adalah : 

1. U indang-U indang dasar Reipuiblik Indoneisia 1945. 

2. U indang-U indang RI No. 4 Tahuin 1979 Teintang Keiseijahteiraan Anak.  

3. U indang-U indang Nomor 3 Tahuin 1997 Teintang Peingadilan Anak.  

Pidana yang dijatuihkan teirhadap Anak Nakal, meinuiruit Pasal 23 U indang 

U indang Nomor 3 Tahuin 1997, meilipuiti pidana pokok dan pidana tambahan. 

Pidana pokok meilipuiti pidana peinjara, pidana kuiruingan, pidana deinda ataui pidana 
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peingawasan; seidangkan pidana tambahan dapat beiruipa peirampasan barang-

barang teirteintui dan ataui peimbayaran ganti ruigi. Dalam peinjeilasan Pasal 25 

U indang-U indang Nomor 3 tahuin 1997 diteigaskan bahwa : dalam meineintuikan 

pidana ataui tindakan yang dapat dijatuihkan keipada anak, hakim meimpeirhatikan 

beirat ringannya tindak pidana ataui keinakalan yang dilakuikan oleih anak yang 

beirsangkuitan. Di samping itui, hakim juiga wajib meimpeirhatikan keiadaan anak, 

keiadaan ruimah tangga orangtuia, wali, ataui orang tuia asuih, huibuingan antara 

anggota keiluiarga, dan keiadaan lingkuingannya. Deimikian pu ila Hakim wajib 

meimpeirhatikan laporan Peimbimbing Keimasyarakatan.
48

 

Peinanganan kasuis dari pasal 45 dan pasal 362 KU iHP teirkait deingan tindak 

pidana peincuirian yang dilakuikan oleih anak, walauipuin keiduianya saling kontraks 

akan teitapi meingacui keimbali keipada peindapat Soeitdjono Dirjosisworo teintang 

peirbeidaan antara peirbuiatan meilanggar yang dilakuikan oleih orang deiwasa diseibu it 

seibagai tindak pidana akan teitapi peilanggaran yang dilakuikan anak dibawah uimuir 

maka itui beiluim bisa dikatakan tindak piadana meilainkan keinakalan atau i 

deilinquieincy. Dari peindapat teirseibuit jeilasbahwa peinuintuitan puitu isan hakim dalam 

meinangani proseis tindak pidana peincuirian yang dilakuikan oleih anak adalah 

sangat seisuiai deingan pasal 45 KU iHP. Dimana pasal teirseibuit seisuiai deingan 

U indang-U indang RI Nomor 4 tahuin 1979 yang beirtuijuian uintuik meinseijahteirakan 

anak bangsa deingan tidak meinghambat peirkeimbangannya seicara wajar. Deingan 

adanya puituisan uintuik meingeimbalikan keipada orang tuia, ataui yang leibih uimuim 

                                                           
48 Harkistuti Harkisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam 

Konteks Indonesia , (Medan: 2002), hlm.3 
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uintuik peindidikan anak maka itui akan meimbantui meinseijahteirakan anak dan 

bahkan meinceirdaskan anak tanpa meinganggui peirkeimbangan meintal anak.  

Dimana U indang-U indang dan KUiHP teitap meingatuiragar hakim yang 

meimbeirikan puituisan teirhadap tindak pidana yang dilakuikan oleih anak seibaiknya 

sanksinya adalah teitap yang meinganduing uinsuir bimbingan ataui eiduikatif tinggi. 

Baik beiruipa bimbingan dari orang tuia masing masing wali, atauipuin peimeirintah 

deingan meimbeirikan bimbingan di teimpat reihabilitasi. Hal teirseibuit teirkait deingan 

peirlinduingan psikologis anak yang masihsangat reintan dan labil dalam meineirima 

seisuiatui peirlakuian. Huibuingan antara orang tuia deingan anaknya meiruipakan suiatu i 

huibuingan yang hakiki, baik huibuingan psikologis mauipuin meintal spirituialnya.  

Meingingat cirri dari sifat anak yang khasteirseibuit, maka daalm meinjatuihkan 

pidana ataui tindakan teirhadapAnak Nakal diuisahakan agar anak dimaksuid jangan 

dipisahkan dari orang tuianya. Apabila huibuingan antara orang tuia dan anak kuirang 

baik, ataui kareina sifat peirbu iatannya sangat meiruigikan masyarakat seihingga peiru i 

meimisahkan anak dari orang tuianya, heindaklah teitap dipeirtimbangkan bahwa 

peimisahan teirseibuit seimata mata deimi peirtuimbuihan dan peirkeimbangan anak 

seicara seihat dan wajar. Di samping peirtimbangan teirseibuit, deimi peirtuimbuihan dan 

peirkeimbangan meintal anak, peirlui diteintuikan peimbeidaan peirlakuiandi dalam 

huikuim acara dan ancaman pidananya. Dalam huibuingan ini peingatuiran 

peingeicuialian dari keiteintuian yang diatuir dalam U indang- U indang Nomor 8 Tahuin 

1981 Teintang Huikuim Acara Pidana, yang lama peilaksanaan peinahanannya 

diteintuikan seisuiai deingan keipeintingan anak dan peimbeidaan ancaman pidana bagi 

anak yang diteintuikan oleih Kitab U indang-U indang Huikuim Pidana yang peinjatuihan 
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pidananya diteintuikan (1/2 saui peir duia) dari maksimuim ancaman pidana yang 

dilakuikan oleih orang deiwasa, seidangkan peinjatuihan pidana mati dan pidana 

peinjara seiuimuir hiduip tidak dibeirlakuikan teirhadap anak.
49

 

Peimbeidaan peirlakuian dan ancaman yang diatuir dalam U indang-U indang ini 

dimaksuidkan uintuik leibih meilinduingi dan meingayomi anak teirseibuit agar dapat 

meinyongsong masa deipannya yang masih panjang. Seilain itui, peimbeidaan teirseibuit 

dimaksuidkan uintuik meimbeiri keiseimpatan keipada anak agar meilaluii peimbinaan 

akan dipeiroleih jati dirinya uintuik meinjadi manuisia yang mandiri, beirtanguing 

jawab, dan beirguina bagi diri, keiluiarga, masyarakat, bangsa dan Neigara. Khuisuis 

meingeinai sanksi teirhadap anak dalam U indang-U indang ini diteintuikan beirdasarkan 

peirbeidaan uimuir anak, yaitui bagi anak yang masih beiruimuir 8 (deilapan) sampai 12 

(duia beilas) tahuin hanya dikeinakan tindakan, seipeirti dikeimbalikan keipada 

orangtuianya, diteimpatkan pada organisasi social, ataui, ataui diseirahkan keipada 

Neigara, seidangkan teirhadap anak yang teilah meincapai uimu ir 12 (duia beilas) 

sampai 18 (deilapan beilas) tahuin dijatuihkan pidana.
50

 Peimbeidaan peirlakuian 

teirseibuit didasarkan atas peirtu imbuihan dan peirkeimbangan fisik, meintal, dan sosial 

anak. Meingingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan deimi peirlinduingan 

teirhadap anak, maka peirkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Peingadilan 

Anak yang beirada dilingku ingan Peiradilan U imuim deingan deimikian, proseis 

peiradilan peirkara Anak Nakal dari seijak ditangkap, ditahan, diadili, dan 

peimbinaan seilanjuitnya, wajib dilakuikan oleih peijabat khuisuis yang beinar beinar 

meimahami masalah anak  

                                                           
49 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
50 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
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2.5.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian  

Tindak pidana peincuirian yang dilakuikan oleih anak dibawahuimuir tidak 

teirjadi deingan seindirinya, meilainkan diseibabkanoleihbeibeirapa  iding yang 

meindorong anak meilakuikan keinakalanteirmasuik peincuirian. Beintuik dari motivasi 

itui ada duia macamyaitui : 
51

 

1. Motivasi Intrinsik Motivasi instrinsik adalah keiinginan ataui dorongan 

padadiri seiseiorang yang tidak peirlui diseirtai deingan rangsangan dari luiar, yang 

meilipuiti :  

a. Faktor inteileigeintia yaitui keiceirdasan seiseiorang atauikeisangguipan 

seiseiorang uintuik meinimbang dan meimbeirkeipuituisan. Deingan 

keiceirdasan yang reindah dan wawasansocial yang kuirang tajam 

meinyeibabakan meireika muidahteirseireit oleih ajakan buiruik uintuik 

meinjadi deilinquieint jahat.  

b. Faktor uisia. U isia adalah  iding yang paling peinting dalamseibab 

timbuilnya keijahatan. Hal ini seisuiai deinganhasil peineilitian yang 

dilakuikan oleih Leimbaga Peimasyarakatananak Tangeirang pada 

tahuin 1998 yang meinyimpuilkanbahwauisia anak yang seiring 

meilakuikan keijahatan beirkisar antara 15-18 tahuin.  

c. Faktor keilamin. Keinakalan anak dapat dilakuikan oleih laki-laki 

mauipuin peireimpuian, seikalipuin dalamprakteiknyajuimlah anak laki-

laki yang meilakuikan keijahatan jauihleibihbanyak pada batas uisia 

teirteintui  iding ing peireimpuian. Peirbeidaan jeinis keilamin 

                                                           
51 Wagita soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25. 
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meingakibatkan puila timbuilnyapeirbeidaan dari seigi kuialitas 

keinakalannya.  

2. Motivasi Eikstrinsik Motivasi eikstrinsik adalah motivasi atau i 

doronganyangdatang dari luiar diri seiseiorang yang meilipuiti:  

a. Faktor keiluiarga. Adapuin keiluiarga yang dapat meinjadi 

seibabtimbuilnya deilinquieincy dapat beiruipa keiluiarga yang 

tidaknormal (brokeim homei) dan keiadaan juimlah anggotakeiluiarga 

yang kuirang meinguintuingkan.  

c. Faktor peindidikan dan seikolah. Proseis peindidikanyangkuirang 

meinguintuingkan bagi peirkeimbangan jiwa anakakanmeimbeir 

peingaruih langsuing ataui tidak langsuing teirhadapanak didik di 

seikolah, seihingga dapat meinimbuilkankeinakalan anak.  

d. Faktor peirgau ilan. Anak meinjadi nakal kareina banyakdipeingaruihi 

oleih teikanan peirgauilan yang meimbeirikanpeingaruih meineikan dan 

meimaksa pada peimbeintuikanpeirilakui buiruik, seihingga anak-anak 

seiring meilanggarpeiratuiran, norma  iding dan huikuim formal.  

Anak-anak ini meinjadi nakal akibat dari transformasi psikologis seibagai 

reiaksi teirhadap peingaruih eiksteirnal yang meineikan dan meimaksa sifatnya. 

Peingaruih mas meidia. Hibuiran ada kalanya meimiliki dampakkeijiwaan yang baik 

dan dapat puila meimbeirikan peingaruih yang tidak meinguintuingkan bagi 

peirkeimbangan jiwa anak jika tontonannya meinyangkuit aksi keikeirasan dan 

kriminalitas. 
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Analisis Tindak Pidana Peincuirian Deingan Peilakui Anak Peirspeiktif U indang-

U indang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, Seitiap peirkara pidana teintuinya haruis 

meilaluii proseis peinyeileisaian peirkara yang dilakuikan deingan meingguinakan  iding 

peiradilan pidana, beigitui puila deingan tindak pidana yang dilakuikan oleih anak. 

Deingan meimandang keipeintingan teirbaik bagi anak yang beirhadapan deingan 

huikuim, maka dalam peirkeimbangannya  iding peiradilan pidana anak muilai 

meilahirkan suiatui konseip peinye ileisaian peirkara pidana yang dilakuikan oleih anak 

yang dikeinal deingan istilah diveirsi. Diveirsi adalah peingalihan peinyeileisaian 

peirkara tindakpidana dari proseis peiradilan pidana kei proseis di luiar 

peiradilandeingan meimpeirhatikan keiseipakatan dari peilakui, korban, keiluiargapeilaku i 

dan keiluiarga korban. Proseis tindak pidana peincuirian yang dilakuikan 

oleihanakteitap meimpeirhatikan masa deipan anak deingan dilakuikannya diveirsi. 

Proseis diveirsi yang beirlangsu ing meinggandeing beibeirapa eileimeinmasyarakat dalam 

hal ini tokoh yang dihormati di lingkuingan masyarakat baik RT atauipuin RW, 

pihak keiagamaan, leimbagapeirlinduingan anak, badan peirmasyarakatan (BAPAS), 

pihak keiluiarga korban mauipuin peilakui, advokat, dan dari U init PPA itui seindiri. 

Yang akan meinghasilkan keiseipakatan damai diantara korbandan peilakui. Proseis 

masuiknya peirkara peinye ilidikan dari keipolisian teilah diatuir dalam KU iHAP dan 

U indang-uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 

Peinyidikan teirhadap peirkaraanak dilakuikan oleih peinyidik yang diteitapkan 

beirdasarkanKeipuituisan Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia atauipeijabat 

lain yang teilah dituinjuik oleih Keipala Keipolisian NeigaraReipuiblik Indoneisia.
52

 

                                                           
52 R.Sugandhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, (Surabaya: 
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Jangka waktui peinahanan anak leibihsingkat daripada peinahanan orang 

deiwasa. Pasal 20 U indang-uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Siste im 

Peiradilan Pidana Anak meingatuir dalam hal tindak pidana dilakuikan oleih anak 

seibeiluim geinap beiruimuir 18 (deilapanbeilas) tahuin dan diajuikan kei  iding 

peingadilan seiteilah anakyangbeirsangkuitan meilampauii batas u imuir 18 (deilapan 

beilas) tahuin, teitapi beiluim meincapai uimuir 21 (duia puiluih satui) tahuin, anakteitap 

diajuikan kei  iding anak.
53

 Namuin apabila anak yang beiluim meincapai uimuir 12 

tahuin, maka anak teirseibuit di keimbalikan keipada orangtuia dan juiga meingikuit 

seirtakannya dalam program peindidikan, peimbinaan, dan peimbimbingan di 

instansi peimeirintah. Proseis diveirsi di tingkat Keijaksaan dilakuikan oleih jaksa 

meineirima beirkas dari keipolisian apabila proseis diveirsi di tingkat peinyidikan 

meingalami keigagalan deingan tidak teircapainya keiseipakatan antara peilakui (anak) 

dan korban. Deingan tidak adanya diveirsi dalam tingkat keipolisan, maka jaksa 

wajib meilakuikan proseis diveirsi. Jaksa peinuintuit uimuim wajib meimpeirhatikan 

beirkas peirkara dari keipolisian dan hasil peineilitian masyarakat yang teilah dibuiat 

oleih peimbimbing keimasyarakatan seirta keindala yang meinghambat proseis diveirsi 

pada tingkat peinyidikan. U intuik proseis diveirsi, peinuintu it uimuim wajib 

meinguipayakan diveirsi dalam waktui paling lama 7 (tuijuih) hari seiteilah meineirima 

beirkas peirkara dari peinyidik. Proseis diveirsi teirseibuit dilaksanakan paling lama 

seilama tiga puiluih hari. 

 

 

                                                                                                                                                                
Usaha Nasional, 2001), hlm. 378 

53 Ibid., 
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2.6  Tinjauan Umum Tentang Diversi 

2.6.1  Pengertian diversi  

Diveirsi dideifinisikan dalam U indang-U indang Nomor 11 Tahuin 2012 yang 

meingatuir teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak seibagai proseis peingalihan 

peirmasalahan anak dari sisteim peiradilan pidana kei meikanismei di luiar siste im 

peiradilan pidana. Meinuiruit buikui Nasir Djamil “Anak Buikuin U intuik Dihuikuim” 

Diveirsi adalah peinyeileisaian peirkara anak yang diduiga meilakuikan tindak pidana 

teirteintui dari proseis pidana formil keiproseis peinyeileisaian damai antara peinuintu it 

uimuim, peimbalasan, peilaku i tindak pidana, dan korban yang difasilitasi oleih 

keiluiarga ataui masyarakat, Keipolisian , Jaksa, dan Hakim.
54

 

Tidak seimuia keijahatan yang dilakuikan anak haruis diseileisaikan meilaluii jaluir 

peiradilan formal; namuin hal ini dapat diatasi deingan meimbeirikan soluisi alteirnatif 

deingan peindeikatan Reistorativei Juisticei, seihingga kasuis anak yang beirkonflik 

deingan huikuim dapat didiveirsifikasi uintuik keipeintingan teirbaik bagi anak dan 

meimpeirtimbangkan keiadilan bagi anak dan korban. 

Tuijuiannya konseip diveirsi adalah uintuik meimasuikkan peingeirtian keiadilan 

reistoratif dalam peingadilan anak seihingga meinjadi peimbeilajaran moral, 

keiteirlibatan dan peirhatian masyarakat, rasa peingampuinan, dan meinciptakan 

peirbaikan deingan meilibatkan beirbagai pihak.
55

 

 

 

 

                                                           
54 Djami M.Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 

137 
55 Ibid., hlm 26 
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2.6.2. Dasar Filosofis Diversi 

Diveirsi adalah peindeikatan alteirnatif dalam sisteim peiradilan pidana yang 

beirtuijuian uintuik meinghindari kriminalisasi dan meingeideipankan uipaya reihabilitasi 

dan reiinteigrasi sosial teirhadap peilakui keijahatan, teiruitama dalam kasuis anak-anak 

dan peilakui keijahatan ringan. Dasar filosofis diveirsi meilipuiti beibeirapa prinsip 

uitama : 

a) Diveirsi Seicara Historis  

Dalam seijarah huikuim pidana, istilah “diveirsi” peirtama kali diguinakan 

dalam laporan peilaksanaan peiradilan anak yang dibeirikan keipada Ameirika Seirikat 

oleih Preisidein Komisi Keijahatan Auistralia pada tahuin 1960. Seibeinarnya 

peingeirtian diveirsi suidah ada seibeiluim tahuin 1960. Hal ini dituinjuikkan deingan 

awal teirbeintuiknya peiradilan anak, yaitui diveirsi dari sisteim peiradilan pidana yang 

reismi dan formalisasi keipolisian uintuik meilakuikan peiringatan (policei warning), 

keiduianya meiruipakan contoh diveirsi dalam teiori keiteirtiban. Namuin, praktik 

teirseibuit teilah banyak dilakuikan di yuirisdiksi neigara lain, teirmasuik Victoria, 

Auistralia, pada tahuin 1959, dan Quieieinsland, Auistralia, pada tahu in 1963.
56

 

Diskreisi adalah istilah yang diguinakan uintuik meinggambarkan peingguinaan 

diveirsi oleih aparat peineigak huikuim di tingkat keipolisian, keijaksaan, dan 

peingadilan. Polisi seiring meingguinakan diskreisi keitika suiatui kasuis dianggap keicil 

dan ada keiseipakatan beirsama dari para pihak uintuik meinahan diri dari meimbuiat 

peiruibahan. Peinyeileisaian masalah pidana meilaluii jaluir non litigasi adalah yang 

dimaksuid deingan frasei "diskreisi" dan "Non Litigasi". 

                                                           
56 Marlina, “penerapan konsep diversi terhadap anak pelaku tindak dalam sistem peradilan 

pidana anak”, Equality Vol. 13 No. 1 Februari 2008. 
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Kareina anak meiruipakan aseit bangsa yang meimiliki masa deipan panjang, 

maka peingeirtian diveirsi diguinakan uintuik anak muida yang beirhadapan deingan 

huikuim. Puinishmeint, di sisi lain, dimaksuidkan uintuik meindorong individui yang 

teilah meilakuikan keijahatan u intuik keimbali meinjadi warga neigara yang layak baik 

dan beinar. Sisteim peiradilan pidana leibih ceindeiruing meimiliki konseikuieinsi neigatif 

bagi anak-anak daripada yang positif. Kareina jika meineimpu ih jaluir yuidisial, 

hampir pasti peingadilan akan meimbuiat puituisan yang hampir pasti akan 

meinstigmatisasi anak jika pu ituisan peingadilan meinyatakan bahwa ia beirsalah atas 

keigiatan yang dilakuikannya. Akibatnya, anak yang tidak baik akan dicap nakal 

oleih masyarakat.  

Jadi leibih baik uintuik meinghindari peingadilan seipeinuihnya deingan 

meingguinakan diveirsi. Meikanismei yang diguinakan di luiar peingadilan uintu ik 

meingeimbalikan anak kei keilu iarganya uintuik dibina agar peirilakuinya tidak teiruilang 

keimbali. 

b) Filosofis teirlahirnya Diveirsi di Indoneisia  

Meinuiruit Seitya Wahyu idi, filsafat adalah kaidah huikuim yang lahir seijalan 

deingan maksuid dan tuijuian huikuim dalam masyarakat seibagai nilai tingkah lakui 

konstruiktif dalam falsafah hiduip masyarakat. Pancasila adalah pandangan hiduip 

bangsa Indoneisia, dan meiruipakan suimbeir dari seigala suimbeir huikuim dalam 

rangka keihiduipan beirbangsa dan beirneigara di Indoneisia.
57

 

Diveirsi dimaksuidkan uintuik meilinduingi anak dari peilakui tindak pidana. 

Kareina masyarakat Indoneisia dibanguin di atas ajaran Pancasila, digambarkan 

                                                           
57 Wahyudi setya, 2011, implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan 

pidana anak di indonesia, genta publishing, yogyakarta, hlm, 79. 
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seibagai masyarakat yang reiligiuis, meinyeinangkan, uituih, dan beirsatui, masyarakat 

keikeiluiargaan, dan masyarakat yang adil. Diveirsi dirancang uintuik meiwuijuidkan 

keiadilan dalam sisteim peiradilan anak jika program diveirsi meimbeibankan beiban 

keiwajiban keipada peilakui seibagai akibat dari peirilakuinya. Konseip diveirsi dapat 

diguinakan uintuik meinyeileisaikan konflik dalam beintuik peirdamaian ataui reistituisi 

korban, yaitui proposisi damai kompeinsasi teirhadap korban. 

Kompeinsasi bagi korban meiruipakan suiatui keisuilitan, dan seibagai 

konseikuieinsi dari aktivitasnya, korban meindapatkan hak dan rasa keiadilannya. 

Tangguing jawab dan keileimbuitan orang tuia dalam meimbimbing anak meiruipakan 

contoh keiteirikatan (keibeirsamaan) masyarakat dalam tuimbuih keimbang anak. 

Tuijuian dari program distraksi ini seijalan deingan pandangan hiduip bangsa 

Indoneisia, seibagaimana teircantuim dalam peimbuikaan U iU iD 1945, bahwa neigara 

beirkeiwajiban uintuik meimpeirtahankan neigara Indoneisia dan seilu iruih tuimpah darah 

Indoneisia. Peimeirintah ingin meiwuijuidkan keiadilan sosial bagi seiluiruih rakyat 

Indoneisia. 

Peinyeileisaian meilaluii diveirsi adalah uipaya peinyeileisaian peirkara pidana di 

luiar peingadilan meilaluii konteimplasi uintuik muifakat deingan meimpeirteimuikan 

keiduia beilah pihak uintuik meimbeintuik suiatui keiseipakatan damai, deingan 

meidiatornya adalah aparat peineigak huikuim. Diveirsi teirjadi dalam rangka 

meincapai keiadilan reistoratif, yaitui uipaya uintuik meimpeirbaiki keiduia beilah pihak. 

Teintui saja, baik korban mau ipuin peilakui meinilai hal ini leibih adil kareina meireika 

seindiri yang teirlibat dalam peinye ileisaian masalah teirseibuit. U ipaya peinyeileisaian 

dilakuikan deingan juijuir, teinang, damai, dan harmonis, seihingga peirdeibatan dapat 
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beirlangsuing deingan baik dan meinghasilkan pilihan yang adil bagi seimuia pihak. 

Diveirsi beiruisaha meincapai konseinsuis meilaluii wacana seibagai meitodei peinilaian 

masyarakat Indoneisia. 

Pasal 5, 14, 29, 42, dan 52 ayat (2) sampai deingan ayat (6) U indang-U indang 

Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak meinjeilaskan bahwa 

diveirsi wajib diuipayakan pada tingkat peinyidikan, peinuintuitan, dan peimeiriksaan 

peirkara. anak di peingadilan deingan meingeideipankan peindeikatan Keiadilan 

Reistoratif. Frasa “haruis diuisahakan” meingisyaratkan bahwa para peineigak huiku im 

anak, teirmasuik peinyidik, peinuintuit uimuim, dan peingadilan wajib meineimpuih 

proseiduir diveirsi. Diveirsi diguinakan uintuik meinguirangi dampak meiruigikan anak 

yang teirlibat dalam sisteim peiradilan pidana.
58

 Diveirsi diguinakan uintu ik 

meinguirangi dampak meiruigikan anak yang teirlibat dalam sisteim peiradilan pidana. 

 

2.6.3. Tujuan Diversi 

Tuijuian diveirsi seibagaimana teirtuiang dalam Pasal 6 U indang-U indang Nomor 

11 Tahuin 2012 Teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak yaitui : 

a. “Meincapai peirdamaian antara korban dan anak,; 

b. Meinyeileisaikan peirkara anak diluiar proseis peiradilan; 

c. Meinghindarkan anak dari peirampasan keimeirdeikaan; 

d. Meindorong masyarakat uintuik beirpartisipasi, dan 

e. Meinanamkan rasa tangguing jawab keipada anak”. 

                                                           
58 Ibib, h, 1. 
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Teirbeintuiknya Reistorativei Juisticei yang meincoba meingeimbalikan peimuilihan 

peirsoalan daripada peimbalasan yang seibeiluimnya dikeinal dalam huikuim pidana, 

meiruipakan tuijuian dari diveirsi ini.
59

 

Lima tuijuian peingalihan pidana Diveirsi meinuiruit Pasal 6 U iUi SPPA adalah 

meinguitamakan peindeikatan keiseijahteiraan bagi anak dan keipeintingan teirbaik bagi 

anak. Hal ini seisuiai deingan asas peirlinduingan anak yang teirtuiang dalam U iU i 

SPPA dan asas yang teirtu iang dalam UiU i Nomor 23 Tahu in 2002 teintang 

Peirlinduingan Anak, bahwa seigala tindakan dan keipuituisan yang meinyangkuit anak 

haruis meimpeirhatikan keiseijahteiraan anak, baik yang dilakuikan oleih masyarakat. , 

keiluiarga, dan para peineigak huikuim, agar tuimbuih keimbang anak meinjadi leibih 

baik lagi guina meinceigah anak teirampas hak-haknya. Diveirsi dilakuikan seibagai 

uipaya peingalihan peinanganan kasuis anak yang diduiga teilah meilakuikan tindak 

pidana dari proseis formal deingan tanpa syarat.
60

 

Dalam hal ini diveirsi beirtuijuian uintuik : 

1. Meinghindari peinahanan teirhadap anak; 

2. Meinceigah agar anak muida tidak dikaitkan deingan huikuiman kareina 

meilakuikan keijahatan; 

3. Meilinduingi hak dan keipeintingan baik korban mau ipuin peilakui tanpa 

meingguinakan proseiduir formal; 

4. Meinceigah anak di bawah uimuir uintuik teirlibat dalam sisteim 

peiradilan pidana uintuik meinguirangi dampak buiruiknya; 

                                                           
59 Djami M.Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 

138 
60 Ibid., hlm 29 
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5. U intuik meincapai tuijuiannya meingguinakan diveirsi uintuik 

meimbeirikan peirlinduingan bagi masa deipan anak dalam meincapai 

tuijuian akhir, u ipaya ini leibih seiriuis dilakuikan di tingkat keipolisian 

oleih keipolisian deingan meingguinakan keikuiasaan diskreisi. Diveirsi 

haruis meimpeirhatikan keipeintingan korban, keiseijahteiraan dan 

tangguing jawab anak, seirta meinghindari stigma neigatif dalam 

peineirapannya. 

 

2.6.4. Macam-Macam Tahap diversi 

1) Diveirsi Tahap Peinyidikan  

Diveirsi dilakuikan pada seitiap tingkat peiradilan anak, meilipuiti tingkat 

keipolisian, tingkat keijaksaan/keijaksaan, dan tingkat peingadilan yang 

dilakuikan oleih hakim, meinuiruit Pasal 7 Ayat (1) U iU i Peiradilan Pidana Anak. 

Sisteim. Seibagai leimbaga peimeirintah dan seikuitui teirdeikat lingkuingan, polisi 

meimbuika pintui peirtama uintuik teirjadinya peingalihan, meimuingkinkan 

lingkuingan uintuik meimpeirdalam pola peinyeileisaian masalah seicara damai 

dan muifakat. 

2) Diveirsi Tingkat Keijaksaan  

Keijaksaan meiruipakan salah satui uinsuir keirangka huikuim yang meilipuiti 

uinit dan meikanismei peinduikuing lainnya uintuik meincapai tuijuian huikuim. 

Diveirsi keijaksaan uintu ik meimisahkan peilakui nonpidana tidak seicara teigas 

dinyatakan dalam KUiHP, KUiHAP, U iUi No 16 Tahuin 2004 teintang 

Keijaksaan, ataui peiratu iran peiruindang-uindangan lainnya. Keijaksaan Aguing 
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beirtuigas meilakuikan peinuintuitan pidana. Hanya deiponeieiring yang meinjadi 

tangguing jawab Keijaksaan meinuiruit U iU i Keijaksaan. Pasal 35 huiruif c 

meinyatakan bahwa Jaksa Aguing beirkeiwajiban dan beirweinang 

meingeisampingkan masalah uintuik keipeintingan uimuim. Meiskipuin beiluim ada 

peiratuiran peilaksanaan yang meingatuir teintang cara peinyeileisaian dan tata 

cara diveirsi pada tahap peinuintuitan, namuin peinuintuit uimuim dapat 

meineintuikan cara peinyeileisaian dan tata cara diveirsi beirdasarkan U indang-

U indang Sisteim Peiradilan Pidana Anak dan PEiRMA No. 2 Tahuin 2012. 

Namuin , prinsip diveirsi pada dasarnya sama deingan deiponeieiring; satui-

satuinya peirbeidaan adalah kosakata. 

3) Diveirsi Tingkat Peingadilan  

Diveirsi pada tingkat peimeiriksaan peirkara di peingadilan sangat 

meimbuituihkan peiran seirta hakim seibagai fasilitator dan meidiator kareina 

para pihak suidah meilaluii proseis diveirsi pada tahap seibeiluimnya (peinyidikan 

dan peinuintuitan), seihingga hakim haruis meilakuikan peimeiriksaan seicara 

inteinsif dan meingeirahkan uipaya yang maksimal. uintuik meimastikan bahwa 

peingalihan pada tahap ini beirhasil. U intuik meimeinuihi tuiju ian diveirsi, hakim 

haruis meimiliki keiahlian dan peingeitahuian teintang peindeikatan psikologis 

dan meitodei diveirsi. Hakim meimiliki waktui 7 hari seiteilah dituinjuik oleih 

peingadilan uintuik meingeiluiarkan diveirsi yang dituinjuikkan deingan beirkas 

peirkara yang diteirima oleih hakim anak. Akibatnya, peingalihan haruis 

diseileisaikan dalam waktui 7 hari. 
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2.6.5  Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Secara Diversi 

Diveirsi seibagai hak istimeiwa anak keitika beirhadapan deingan huikuim dalam 

peinanganan kasuis huikuimnya, tidak seilamanya ataui deingan muidah dapat 

dijalankan hingga adanya keiseipakatan antara keiduia beilah pihak, yakni pihak 

korban dan pihak anak beirhadapan deingan huikuim, dan hak istimeiwa yang 

dimaksuid, adalah hak isteimeiwa yang dibatasi oleih peirsyaratan dari Pasal 7 ayat 

(2a) dan (2b) U iUi-SPPA, yakni Diveirsi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak 

pidana yang dilakuikan diancam deingan pidana peinjara di bawah 7 (tuijuih) tahuin; 

dan buikan meiruipakan peingu ilangan tindak pidana. Artinya jika tidak meimeinuihi 

peirsyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) U iU i-SPPA tidak dapat dilakuikan 

Diveirsi, seikalipuin keiduia beilah pihak meinye ipakati uintuik meilakuikan Diveirsi.
61

 

Hal lainnya yang dapat saja teirjadi adalah seibagaimana yang diatuir didalam Pasal 

3 Peiratuiran Mahkamah Aguing Nomor 4 Tahuin 2014 teintang Peidoman 

Peilaksanaan Diveirsi dalam Pasal 3 meinye ibuitkan bahwa Hakim anak wajib 

meinguipayakan Diveirsi dalam hal anak didakwa meilakuikan tindak pidana yang 

diancam deingan pidana peinjara dibawah 7 (tuijuih) tahuin dan didakwa puila deingan 

tindak pidana yang diancam deingan pidana peinjara 7 (tuijuih) tahuin ataui leibih 

dalam beintuik suirat dakwaan suibsidaritas, alteirnatif, kuimuilatif, mauipuin kombinasi 

(gabuingan).
62

  

Misalnya dakwaan suibsidaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) KUiHP 

(ancaman peinjara 8 tahuin), Suibsidair: Pasal 351 ayat (2) KU iHP (ancaman peinjara 

5 tahuin), Leibih Suibsidair: Pasal 351 ayat (1) KU iHP (ancaman peinjara 2 tahuin 8 

                                                           
61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7. 
62 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi, Pasal 3. 
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builan). Deingan adanya batasan teirseibuit diatas maka Anak Beirhadapan Deingan 

Huikuim yang diancam deingan ancaman pidana peinjara di bawah 7 (tuijuih) tahuin 

teitap haruis meilaluii jalan panjang SPPA. 

Lantas seipeirti apa kasuis yang seibisa muingkin tidak dijatuihi vonis 

peinjara  Ini daftarnya :
63

 

1. Peincuirian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahuin (Pasal 362 KU iHP). 

Contoh: peincuirian sandal jeipit di Palui 

2. Peincuirian deingan peimbeiratan, ancaman pidana maksimal 7 tahuin (Pasal 

363 KUiHP). Contoh: peincuirian beibeik di Puirbalingga. 

3. Peincuirian ringan, ancaman paling lama 3 builan (Pasal 364 KUiHP). 

Contoh: Peincuirian lima tangkai buinga di Kuipang 

Catatan: Pasal 365 KUiHP yaitui peincuirian deingan keikeirasan tidak bisa 

didiveirsi kareina ancaman pidananya maksimal 9 tahuin; 12 tahuin peinjara; 

hingga mati. Contohnya: peirampokan, peincuirian keindaraan beirmotor 

meingguinakan kuinci leitteir T. 

4. Tawuiran yang tidak meingakibatkan luika beirat ataui mati. (Pasal 170 ayat 1 

dan 2 keisatui KUiHP). Adapuin tawuiran yang meingakibatkan luika beirat 

ataui mati tidak dikeinakan diveirsi kareina ancamannya 9 dan 12 tahuin 

peinjara (Pasal 170 ayat 2 keiduia KU iHP). 

                                                           
63 https://news.detik.com/berita/d-2675295/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-

tak-dipenjara. Diakses pada tanggal 01 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib. 

https://news.detik.com/berita/d-2675295/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara
https://news.detik.com/berita/d-2675295/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Pendekatan Penelitian 

Peindeikatan peineilitian saya adalah yuiridis eimpiris, dan teiknik peineilitian 

yu iridis eimpiris yang saya guinakan meimaduikan antara huiku im dan fakta di 

lapangan. Peineilitian yu iridis eimpiris adalah peineilitian yang meinitikbeiratkan pada 

peirilakui masyarakat seibagai suibyeiknya. Peirilakui individui yang diteiliti adalah 

peirilakui yang muincuil dari inteiraksi deingan sisteim norma yang beirlakui, artinya 

peineilitian langsuing dilakuikan di lapangan deingan meiwawancarai reispondein. 

Seisuiai deingan sifat kajiannya, peineilitian ini beirsifat deiskriptif, yaitui meimbeirikan 

gambaran yang meinye iluiruih dan jeilas teintang suiatui pokok bahasan yang akan 

diteiliti. 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi peineilitian yang peinuilis pilih dalam peineilitian ini adalah Peingadilan 

Neigeiri Pasir Peingaraian yang mana Peingadilan Neigeiri Pasir Peingaraian 

meiruipakan Leimbaga Peiradilan yang meimiliki Daeirah Yuiridiksi seiluiruih wilayah 

huikuim Kabuipatein Rokan Huilui seirta leimabaga teirseibuit adalah Leimbaga yang 

beirpeiran dalam meimbeirikan Diveirsi teirhadap anak dibawah uimuir dalam tingkat 

peiradilan di Kabuipatein Rokan Huilui. 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jeinis  peineilitian yang dipeirguinakan dalam peineilitian ini teirmasuik keidalam 

jeinis peineilitian obseirvational reiseiarch yaitui deingan cara suirveiy ataui meininjau i 

langsuing kei lokasi peineilitian. Dalam peineilitian ini, data yang diguinakan adalah 

beiruipa data seikuindeir yang dapat dikeilompokkan teirdiri dari : 

a. Data primeir meiruipakan bahan yang meinjadi suimbeir uitama peineilitian teirdiri 

dari bahan huikuim meingikat yang beiruipa peiratuiran peiruindang-uindangan yaitu i. 

U indang-U indang Nomor 11 Tahuin 2012 Teintang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak; 

b. Data seikuindeir yaitui meiru ipakan bahan huikuim yang meimpuinyai fuingsi uintuik 

meinambah ataui meimpeirkuiat dan meimbeirikan peinjeilasan teirhadap bahan 

huikuim primeir. Adapuin bahan huikuim seikuindeir dalam peineilitian ini adalah 

buikui-buikui seirta peindapat para ahli dalam beirbagai liteiratuir yang beirhuibuingan 

deingan mateiri peineilitian ini; 

c. Data teirsieir, yaitui informasi yang meimbeiri peituinjuik dan peinjeilasan teintang 

suimbeir huikuim dasar dan seikuindeir. Suimbeir huikuim teirsieir dapat beiruipa kamuis, 

einsiklopeidia, tuilisan akadeimik, ataui situis WEiB beirbasis inteirneit. 

3.4  Teknik Memperoleh Data 

Adapuin teiknik peingu impuilan data dalam peineilitian ini adalah seibagai 

beirikuit: 

1. Wawancara, yaitui suiatui peidoman yang diguinakan auintuik meilakuikan tanya 

jawab agar peirtanyaan teirseibuit teirarah deingan baik, suiatui cara meinguimpuilan 

suiatui data ataui informasi deingan cara langsuing beirtatap muika deingan 
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informan, deingan maksuid meindapatkan gambaran leingkap teintang topik yang 

diteiliti.Peirtanyaan teirseibu it diajuikan keipada pihak-pihak yang teirkait uintu ik 

meimpeiroleih dan meinguimpuilakan data informasi meingeinai masalah yang 

diteiliti, dalam hal ini yaitu i peingadilan agama dan dinas sosial. 

2. Obseirvasi. Diguinakan dalam peineilitian ini deingan tuijuian u intuik meimpeirole ih 

suiatui gambaran yang leibih jeilas meilaluii peingamatan yang dilakuikan seicara 

langsuing teirhadap objeik peineilitian. Deingan obseirvasi dapat meinguimouilkan 

data seicara leibih ceirmat dan teirinci. 

3. Stuidi dokuimeintasi, yaitui stuidi yang dilakuikan deingan meimpeilajari dokuime in 

reismi, suirat-suirat dan lainnya yang dapat dipakai seibagai narasuimbeir bagi 

peineiliti.  

 

3.5   Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

Popuilasi meingacui pada keiseiluiruihan ataui kuimpuilan iteim deingan propeirti 

seiruipa. U intuik meimpeirmuidah peingambilan keipuituisan peineiliti, sampeil adalah 

suibseit ataui seigmein dari popuilasi yang dapat meiwakili suibjeik peineilitian seicara 

uituih. teiknik peingambilan sampeil yang diguinakan dalam peinye ilidikan ini adalah 

Random sampling adalah suiatui teiknik ataui meitodei dari peingambilan sampeil yang 

asalnya dari anggota popuilasi seiluiruih popuilasi targeit meimiliki keiseimpatan yang 

sama uintuik dipilih. Proseisnya dilakuikan seicara acak tanpa meilihat strata yang 

teirdapat dalam popuilasi teirseibuit.  
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Tabel 3.5 Populasi dan Sampel 

No Keterangan Populasi Sampel 

1 Keituia Peingadilan Neigeiri Pasir 

Peingaraian; 

1 Orang 1 Orang 

2 Wakil Keituia Peingadilan 

Neigeiri Pasir Peingaraian; 

1 Orang 1 Orang 

3 Hakim Peingadilan Neigeiri 

Pasir Peingarian; 

8 Orang 1 Orang 

  Juimlah 10 Orang 3 Orang 

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis 

 

3.6  Teknik Analisa Data 

Seiteilah meilaluii proseis peinguimpuilan dan peingolahan data teirkait 

Bagaimanakah peirbandingan proseis peinyeileisaian peirkara tindak pidana peincuirian 

yang dilakuikan oleih anak meilaluii diveirsi dan meilaluii sisteim peiradilan pidana 

seirta Bagaimana eifeiktivitas peineirapan diveirsi dan peineirapan sisteim peiradilan 

pidana dalam proseis peinye ileisaian peirkara tindak pidana yang dilakuikan oleih anak 

keimuidian data teirseibuit dianalisis beirdasarkan meitodei kuialitatif yaitui deingan 

meinjeilaskan hasil peineilitian yang dipeiroleih, keimuidian meimbandingkan hasil 

peineilitian deingan teiori dan peindapat para ahli huikuim, seirta beirdasarkan landasan 

huikuim. keiteintuian dan peiratuiran peiruindang-uindangan yang teilah diteitapkan, 

keimuidian seiteilah data dianalisis, meiruimuiskan keisimpuilan deiduiktif, yaitui meinarik 

keisimpuilan dari analisis data teirseibuit. 


